
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

  
PENGADILAN MILITER I - 02

     M E D A N

 P U T U S A N
NOMOR :  PUT/102/PM I - 02/AD/VI I I / 2 010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 02  Medan  yang  bers idang  di  Medan  dalam 
memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  pidana  pada  t i ngka t  per tama  secara  
In  Absens ia  te l ah  menja tuhkan  putusan  sebaga imana  te rcan tum  di  
bawah in i  da lam perkara   Terdakwa :

Nama lengkap :  MAHENDRA
Pangkat /NRP :  Kopda/534739
J a b a t  a n :  Ta Dodik  Bela  Negara
Kesatuan :  Rindam I /BB
Tempat / t g l  lah i r :  Medan,13  Januar i  1963
Jen is  ke lamin :  Lak i - lak i
Kewarganegaraan :  Indones ia
A g a m a :  Is l am
Alamat  tp t  t i ngga l :  Asmi l  Rindam I /BB  Pematang  Sian ta r .  

Terdakwa t i dak  d i t ahan .  

PENGADILAN MILITER I - 02 TERSEBUT

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca :  Sura t  pe l impahan  berkas  perkara  dar i  Otmi l  I - 02 
Medan  Nomor  :  B/622 /PL /V I I / 2 010  tangga l  30  Ju l i  2010  
dan  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Permulaan  atas  nama 
Terdakwa  dalam  perkara  in i  Nomor  :  
BP-027/A .23 / IV / 2010  tangga l  22 Apr i l  2010.  

Memperhat i kan  :   1. Sura t   Keputusan   Penyerahan  Perkara  dar i  
Dan  Rindam  I /BB  Selaku  Papera  Nomor  :  
Kep/56 /V I / 2010  tangga l  29 Jun i  2010.

2. Sura t  Dakwaan Odi tu r  Mi l i t e r  Nomor  :  DAK/59/AD/K/ I -
02/V I I / 2010  tangga l  29 Ju l i  2010.

3. Sura t  Penetapan  kepa la  Pengad i l an  Mi l i t e r  I - 02  
Nomor  :  Tap- 102/PM I - 02/V I I I / 2 010  tangga l  6 Agustus  
2010 ten tang  penun jukan  Maje l i s  Hakim.  

4. Sura t  Penetapan  Hakim Ketua  Nomor  :  Tap- - 2286/PM I -
02/V I I I / 2 010  tangga l  10  Agustus  2010   ten tang  har i  
s idang .

5. Sura t  pangg i l an  Odi tu ra t   Mi l i t e r  I - 02  Medan untuk  
menghadap s idang  kepada  Terdakwa ya i t u  :  

Nomor  :  B/  286  /SP/  VI I I  /  2010  tangga l  11 Agustus  
2010.    

Nomor  :  B/  313  /SP/  XI  /  2010  tangga l  7  September  
2010.  
Nomor  :  B/  343  /SP/  X /  2010  tangga l  11  Oktober  
2010.
Nomor  :  B/  361 /SP/  XI /  2010  tangga l  11  Nopember  
2010.  

6. Pener imaan  sura t  pangg i l an  untuk  menghadap  s idang  
kepada   para  Saks i .

7. Sura t - sura t  la i n  yang  berhubungan  dengan  perkara  
in i .

Mendengar  : 1. Laporan  dar i  Odi tu r  Mi l i t e r  d i  depan  pers i dangan  
sebaga i    ber i ku t  :

a. Bahwa  Terdakwa  t i dak  dapat  d ihad i r kan  di  
pers i dangan  walaupun  te lah  dipang i l  menuru t  
keten tuan  yang  ber laku .

b. Bahwa  Odi tu r  Mi l i t e r  t i dak  dapat  menjamin  
dapatnya  Terdakwa dihadapkan  d i  pers idangan .

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembacaan  Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r  Nomor  :  
DAK/59/AD/K/ I - 02/V I I / 2010  tangga l  29 Ju l i  2010,yang  
di j ad i kan  dasar  pemer iksaan  perkara  in i .

3. Sura t  dar i  Dan  Rindam I /BB  Nomor  :  R/17/ I I / 2 010  
tangga l  20  Pebruar i  2010  yang  menerangkan  bahwa 
Terdakwa  atas  nama Kopda  Mahendra  NRP 534739  Ta 
Dodik  Bela  Negara  Rindam I /BB   tmt  18 Januar i  2010  
sampai  dengan  sekarang  te lah  meningga lkan  dinas  
tanpa  iz i n  (Desers i )  dan  belum kembal i  ke  Kesatuan  
ser ta  te lah  diupayakan  pencar i an  namun  t i dak  
dike temukan  dan  sudah  t i dak  dike tahu i  lag i  a lamat  
yang  te rakh i r .

Memperhat i kan : 1. Tuntu tan  Pidana  (Requ is i t o i r )  Odi tu r  Mi l i t e r  yang  
dia jukan  kepada  Maje l i s  Hakim  yang  pada  pokoknya  
Odi tu r  Mi l i t e r  menyatakan  bahwa  Terdakwa  te l ah  
te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  
t i ndak  pidana  :  “Desers i  da lam  waktu  
damai ” ,Sebaga imana  d ia tu r  dan  diancam  dengan  pidana  
menuru t  Pasal  87 ayat  (1 )  ke- 2 jo  ayat  (2 )  KUHPM, dan 
oleh  karenanya  Odi tu r  Mi l i t e r  mohon agar  Maje l i s  Hakim 
menghukum  Terdakwa dengan :

-  Pidana  pokok : Penja ra  se lama 1 (sa tu )  tahun .   
             

-  Pidana  Tambahan :  Dipeca t  dar i  d inas  TNI  AD.

-  Memer in tahkan  Terdakwa di tahan .

- Membebankan  kepada  Terdakwa   membayar  
biaya  perkara  dalam  perkara  in i  
sebesar  Rp.  5.  000, -  ( l ima  r ibu  
rup iah ) .

- Menetapkan  barang  bukt i  berupa  sura t - sura t  :

a. 4  (empat )  lembar  Daf ta r  absens i  person i l  Dodik  
Bela  Negara  bulan  Januad  2010  sampai  dengan  
sekarang  Apr i i  2010.

b. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Dan  Rindam  I /BB  Nomor  :  
R/16/ I I / 2 010  tangga l  16  Pebruar i  2010  ten tang  
laporan  THTI  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.534739  Ta 
Dodik  Bela  Negara  Rindam I /BB.

c. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Dan  Rindam I /BB  Nomor  :  
R/17/11 /2010  tangga l  20  Pebruar i  2010  ten tang  
laporan  Desers i  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.  534739  
Ta Dodik  Bela  Negara  Rindam I /BB .

d. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Keputusan  Kepala  Sta f  
Angkatan  Dara t  Nomor  :  Skep/9 /11 /1984  tangga l  7 
Pebruar i  1984  ten tang  pengangkatan  lu l usan  Secata  
Mi lsuk  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.  534739  Ta  Dodik  
Bela  Negara  Rindam I /BB.

Mohon te tap  d i l eka t kan  dalam berkas  perkara .

3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas  laporan  Odi tu r  te rsebu t  Maje l i s  Hakim 
memandang  per lu  untuk  mengemukakan  pendapatnya  
sebaga imana  dipe r t imbangkan  di  bawah in i .

Menimbang : Bahwa Terdakwa  te l ah  6 (enam)  ka l i  d ipangg i l  o leh  
Odi tu r  Mi l i t e r  untuk  menghadap  d i  pers i dangan  sesua i  
dengan  keten tuan  perundang- undangan  yang  ber laku  dalam 
jangka  waktu  6  (enam)  bulan  se jak  pel impahan  berkas  
perkaranya  ke  Pengadi l an  Mi l i t e r  I - 02  Medan,  te tap i  
Terdakwa  te tap  t i dak  had i r  dan  Odi tu r  Mi l i t e r  maupun 
Kesatuan  Terdakwa  t i dak  dapat  menjamin  bahwa Terdakwa  
dapat  d ihadapkan  di  pers i dangan ,   berdasarkan  Sura t  
dar i  Dan Rindam I /BB  Nomor  :  R/17/ I I / 2 010  tangga l  20  
Pebruar i  2010  yang  menerangkan  bahwa  Terdakwa  atas  
nama Kopda  Mahendra  NRP 534739  Ta  Dodik  Bela  Negara  
Rindam  I /BB   tmt  18  Januar i  2010  sampai  dengan  
sekarang  te l ah  meningga lkan  dinas  tanpa  iz i n  (Desers i )  
dan  belum  kembal i  ke  Kesatuan  ser ta  te l ah  diupayakan  
pencar i an  namun  t i dak  d ike temukan  dan  sudah  t i dak  
dike tahu i  lag i  a lamat  yang  te rakh i r   maka  te rhadap  
perkara  Desers i  da lam  upaya  penye lesa ian  perkara  
dengan  cepat ,  demi  te tap  tegaknya  d is i p l i n  pra ju r i t  
da lam  rangka  menjaga  keutuhan  pasukan ,  pemer iksaan  
secara  in  absens ia  te l ah  memenuhi  persyara tan  dan  
dapat  d imula i  dan  pada  akh i rnya  akan  dipu tus  tanpa  
had i rnya  Terdakwa  dengan  dasar  per t imbangan  te l ah  
memenuhi  keten tuan  Pasal  141 ayat  (10)  jo  Pasa l  143 UU 
No.  31  tahun  1997  ten tang  Perad i l an  Mi l i t e r ,  te rmasuk  
dalam  hal  pe l impahan  perkara  Terdakwa  yang  t i dak  
pernah  diper i k sa  karena  se jak  awal  melar i kan  di r i  dan  
t i dak  di temukan.

Menimbang : Bahwa  menuru t  Sura t  Dakwaan  Odi tu r  Mi l i t e r ,  
Terdakwa dia jukan  kepers idangan  dengan dakwaan sebaga i  
ber i ku t  :

Bahwa Terdakwa  pada  waktu - waktu  dan  tempat - tempat  
te rsebu t  d ibawah  in i ,  ya i t u  se jak  tangga l  sembi l an  
belas  bu lan  Oktober  tahun  2000  sembi l an  sampai  dengan  
Laporan  Pol i s i  Nomor  :  LP- 025/A .025 / IV / 2010 /1 /1  
tangga l  13  Apr i l  2010  atau  set i dak - t i daknya  se jak  
tahun  2009  sampai  dengan  sekarang  2010  di  Kesatuan  
Rindam I /BB  Pemantang  Sian ta r  Sumatera  Utara  set i dak -
t i daknya  di  tempat - tempat  yang  te rmasuk  dalam  hukum 
Pengad i l an  Mi l i t e r  1- 02  Medan,  te l ah  melakukan  t i ndak  
pidana  :

"Mi l i t e r  yang  karena  sa lahnya  atau  dengan  senga ja  
melakukan  ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n  da lam waktu  damai  
leb ih  lama dar i  t i ga  puluh  har i " .

dengan cara - cara  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa Terdakwa  ada lah  pra ju r i t  TNI  AD berd inas  d i  
Rindam I /BB  berpangka t  Kopda  NRP  534739  dengan 
jaba tan  Ta Dodik  Bela  Negara  Rindam- I /BB .
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2. Bahwa Terdakwa pada tangga l  19 Oktober  2009 sampai  
dengan  sekarang  sekarang  te l ah  meningga lkan  d inas  
kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan Rindam- I /BB  
sesua i  Daf ta r  Absens i  Kompi  Demla t  Rindam  I /BB  
yang  di t anda  tangan i  Mayor  In f  Jhon i  Parhus ip .

3.  Bahwa  pihak  kesatuan  te lah  berusaha  melakukan  
pencar i an  te rhadap  Terdakwa dengan  cara  mendatang i  
rumah  Terdakwa  dan  mencar i  ketempat - tempat  yang  
ser ing  dikun jung i ,  namun Terdakwa t i dak  di temukan.

4. Bahwa Terdakwa  te l ah  meningga lkan  dinas  kesatuan  
tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan  Rindam I /BB  se jak  
tangga l  19  Oktober  2009  sampai  dengan  sekarang  
tangga l  13  Apr i l  2010  berdasarkan  Laporan  Pol i s i  
Nomor  :  LP- 025/A ,025 / IV /2010 / I / I  tangga l  13  Apr i l  
2010  secara  ber tu ru t - tu ru t  se lama  85  (de lapan  
puluh  l ima)  har i  atau  leb ih  lama  dar i  t i ga  puluh  
har i .

5. Bahwa se lama  Terdakwa  meningga l kan  d inas  kesatuan  
tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan Rindam I /BB,  Terdakwa  
dan  Satuannya  t i dak  sedang  d i  pers i apkan  untuk  
suatu  tugas  Ops Mi l i t e r  atau  Eksped is i  Mi l i t e r  dan  
wi layah  kesatuan  Republ i k  Indones ia  (NKRI )  da lam 
keadaan  damai .

Berpendapat : Bahwa  perbua tan  Terdakwa  te l ah  cukup  memenuhi  
unsur - unsur  t i ndak  pidana  sebaga imana  te rcan tum  dalam 
Pasal  87 ayat  (1 )  ke- 2 jo  ayat  (2 )  KUHPM.

  
Menimbang : Bahwa  para  Saks i  yang  d ipangg i l  ke  pers idangan  

secara  sah  sesua i  keten tuan  Undang- undang  te tap i  t i dak  
dapat  had i r  dengan  a lasan  yang  sah,  kete rangannya  
dibacakan  dar i  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  di  Peny id i k  
yang  pada pokoknya  menerangkan  di  bawah sumpah sebaga i  
ber i ku t  :  

Menimbang : Bahwa  para  Saks i  yang  dipangg i l  ke  pers i dangan  
secara  sah  sesua i  keten tuan  Undang- undang  te tap i  t i dak  
dapat  hadi r  dengan  alasan  yang  sah,  kete rangan  para  
Saks i  d ibacakan  Odi tu r  Mi l i t e r  dar i  Ber i t a  Acara  
Pemer iksaan  Peny id i k  POM yang  kete rangannya  te l ah  
dibe r i k an  di  bawah  sumpah  maka  ni l a i n ya  sama  dengan  
kete rangan  para  Saks i  yang  had i r  d i  pers i dangan  (v ide  
Pasal  155  ayat  (1 )  dan ayat  (2 )  UU No.  31 Tahun  1997) ,  
sebaga i  ber i ku t  :

Saks i - I :  Nama lengkap :  M.Panggabean
Pangkat /NRP :  Pelda /561585
Jabatan :  Bin ta ra  Dodik  be lanegara
Kesatuan :  Rindam I /BB
Tempat / t g l  lah i r :  Belawan,05  Jun i  1960
Jen is  ke lamin :  Lak i - lak i
Kewarganegaraan :  Indones ia
A g a m a :  Is l am
Alamat / t p t  t i ngga l : J l .A rga  Sar i  No.75  

Blok  Baru  Kel .Se t i a  Negara  
Kec  Sian ta r  Maroba  Kota  
Pematang  Sian ta r .
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Pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :

1 . Bahwa Saks i  kena l  dengan  Terdakwa  se jak  bulan  Maret  
2009  karena  sama- sama dinas  di  Bala  Negara  Rindam 
I /BB  ,  hubungan  Terdakwa  dengan  Saks i  sebatas  
hubungan  atasan  dengan  bawahan,  t i dak  ada hubungan  
ke lua rga  maupun fami l i .  

2 . Bahwa Saks i  mengetahu i  Terdakwa  meningga l kan  Dinas  
tanpa  i j i n  Komandan  Satuan  se jak  tangga l  18 
Januar i  2010  dan  sampai  saat  in i  Terdakwa  t i dak  
pernah  masuk dinas  d i  Rindam I /BB.

3 . Bahwa Saks i  t i dak  mengetahu i  secara  past i  penyebab  
Terdakwa  meningga lkan  Dinas  tanpa  i j i n  Komandan 
Satuan  namun Terdakwa  te lah  menikah  2  (dua)  ka l i  
kawin  ganda  dengan  Sdr i .  L iha rma  Br .  Napi tu pulu  
te tap i  be lum di t i n dak  lan ju t i  ke Kesatuan .

4 . Bahwa Terdakwa  se lama  meningga l kan  dinas  tanpa  i j i n  
yang  sah  dar i  Dan  Rindam  I /BB  Terdakwa  t i dak  
pernah  member i t ahukan  keberadaannya  kepada  Saks i  
maupun kepada  Satuan  Rindam I /BB

5.  Bahwa Satuan  Rindam I /BB  sudah  melakukan  pencar i an  
ke  rumah  Terdakwa  dan  tempat - tempat  yang  biasa  
dikun jung i  Terdakwa  te tap i  t i dak  berhas i l  
d ike temukan.

5 . Bahwa  Saks i  mengetahu i  Terdakwa  semenjak  
meningga lkan  d inas  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
Komandan  t i dak  membawa  barang  inven ta r i s  dar i  
Kesatuan  Rindam I /BB .

0 . Bahwa  Saks i  mengetahu i  pada  saat  Terdakwa 
meningga lkan  Kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan 
Rindam I /BB,  ba ik  Terdakwa  maupun Kesatuan  Rindam 
I /BB  t i dak  sedang  dipe rs i apkan  untuk  tugas  operas i  
perang  maupun  operas i  mi l i t e r  la i nnya  dan  Negara  
Kesatuan  Republ i k  Indones ia  da lam keadaan  Damai .

Saks i - I I : Nama lengkap : Benny  
Hamonangan Simorangk i r

Pangkat /NRP :  Serka /21980026730578
Jabatan :  Bamin  Dodik  Belanegara
Kesatuan :  Rindam I /BB
Tempat / t g l  lah i r :  Medan ,16  Mei  1978
Jen is  ke lamin :  Lak i - lak i
Kewarganegaraan :  Indones ia
A g a m a :  Kr i s t en  Pro tes tan
Alamat / t p t  t i ngga l :  Asmi l  Rindam I /BB  Blok  

Baru  No.64    
Kota  Pematang  Sian ta r .

.  
Pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t  :
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1. Bahwa Saks i  kena l  dengan  Terdakwa  se jak  bulan  Maret  
2009  karena  sama- sama dinas  di  Bela  Negara  Rindam 
I /BB  ,  hubungan  Terdakwa  dengan  Saks i  sebatas  
hubungan  atasan  dan  bawahan,  t i dak  ada  hubungan  
ke lua rga  maupun fami l i .  

2 . Bahwa Saks i  mengetahu i  Terdakwa  meningga l kan  Dinas  
tanpa  i j i n  Komandan  Satuan  se jak  tangga l  18 
Januar i  2010  dan  sampai  saat  in i  Terdakwa  t i dak  
pernah  masuk dinas  d i  Rindam I /BB  .

3. Bahwa Saks i  t i dak  mengetahu i  secara  past i  penyebab  
Terdakwa  meningga lkan  Dinas  tanpa  i j i n  Komandan 
Satuan  namun Terdakwa  te lah  menikah  2  (dua)  ka l i  
kawin  ganda  dengan  Sdr i -  L iha rma  Br .  Napi tu pulu  
te tap i  be lum  di t i n dak  lan ju t i  mela lu i  proses  
admin is t r a s i  Satuan.

3 . Bahwa Terdakwa  se lama  meningga l kan  dinas  tanpa  i j i n  
yang  sah  dar i  Dan  Rindam  I /BB  Terdakwa  t i dak  
pernah  member i t ahukan  keberadaannya  kepada  Saks i  
maupun kepada  Satuan  Rindam I /BB .

4 .  Satuan  Rindam I /BB  sudah  melakukan  pencar i an  ke  
rumah  Terdakwa  dan  tempat - tempat  yang  biasa  
dikun jung i  Terdakwa  te tap i  t i dak  berhas i l  
d ike temukan.

5. Bahwa  Saks i  mengetahu i  Terdakwa  semenjak  
meningga lkan  d inas  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  
Komandan Satuan  t i dak  membawa barang  inven ta r i s  
dar i  Kesatuan  Rindam I /BB.

6. Bahwa  Saks i  mengetahu i  pada  saat  Terdakwa  
meningga lkan  Kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan 
Rindam I /BB,  ba ik  Terdakwa  maupun Kesatuan  Rindam 
I /BB  t i dak  sedang  dipe rs i apkan  untuk  tugas  operas i  
perang  maupun  operas i  mi l i t e r  la i nnya  dan  Negara  
Kesatuan  Republ i k  Indones ia  da lam keadaan  Damai .

Menimbang : Bahwa  kete rangan  Terdakwa  di  pers i dangan  t i dak  
dibacakan  karena  t i dak  pernah  dipe r i k sa  di  peny id i k ,  
seh ingga  menuru t  keten tuan  Undang- undang  da lam  hal  
pe l impahan  perkara  Terdakwa  yang  t i dak  pernah  
dipe r i k sa  karena  se jak  awal  melar i kan  di r i  dan  t i dak  
dike temukan,  te lah  cukup  memer iksa  Saks i  yang  ada  dan  
pemer iksaan  pemberkasan  perkaranya  t i dak  te rha lang  
dengan  t i dak  adanya  pemer iksaan  Terdakwa  ser ta  sura t  
pangg i l an  dan Ber i t a  Acara  t i dak  di temukannya  Terdakwa  
menjad i  ke lengkapan  persyara tan  berkas  perkara  untuk  
keper l uan  pemer iksaan  tanpa  hadi rnya  Terdakwa  dengan  
keten tuan  Pasa l  71 ayat  (1 )  huru f  g jo  Pasal  124  ayat  
(4 )  UU No.  31 tahun  1997 ten tang  Perad i l an  Mi l i t e r  dan  
Penje lasannya .

Menimbang : Bahwa  barang  bukt i  dalam  perkara  in i  yang  
dia jukan  oleh  Odi tu r  Mi l i t e r  d i  pers i dangan  berupa  
sura t - sura t  :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a. 4  (empat )  lembar  Daf ta r  absens i  person i l  Dodik  
be lanegara  bulan  Januad  2010  sampai  dengan  
sekarang  Apr i i  2010.

b. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Dan  Rindam  I /BB  Nomor  :  
R/16/ I I / 2 010  tangga l  16  Pebruar i  2010  ten tang  
laporan  THTI  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.534739  Ta 
Dodik  Bela  Negara  Rindam I /BB.

c. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Dan  Rindam I /BB  Nomor  :  
R/17/11 /2010  tangga l  20  Pebruar i  2010  ten tang  
laporan  Desers i  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.  534739  
Ta Dodik  Bela  Negara  Rindam I /BB .

d. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Keputusan  Kepala  Sta f  
Angkatan  Dara t  Nomor  :  Skep/9 /11 /1984  tangga l  7 
Pebruar i  1984  ten tang  pengangkatan  lu l usan  Secata  
Mi lsuk  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.  534739  Ta  Dodik  
Bela  Negara  Rindam I /BB.

Menimbang : Bahwa  barang  bukt i  te rsebu t  berhubungan  dan  
bersesua ian  dengan  bukt i - bukt i  la i n ,  maka oleh  karena  
i t u  dapat  memperkua t  pembukt i an  atas  perbuatan -
perbua tan  yang didakwakan  te rhadap  Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sete lah  menghubungkan  kete rangan  para  Saks i  
d i  bawah  sumpah  yang  d ibacakan  di  pers i dangan ,  ala t  
bukt i  dan  petun juk - petun juk  la i nnya  yang  bersesua ian  
satu  sama  la i n ,  maka  dipe ro leh  fak ta - fak ta  hukum 
sebaga i  ber i ku t  :   

1. Bahwa  benar  Terdakwa  adalah  pra ju r i t  TNI  AD 
berd inas  di  Rindam  I /BB  berpangka t  Kopda  NRP 
534739  dengan  jaba tan  Ta  Dodik  Bela  Negara  
Rindam- I /BB.

2 . Bahwa  benar  Terdakwa  pada  tangga l  19  Oktober  
2009  sampai  dengan  sekarang  sekarang  te l ah  
meningga lkan  dinas  kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  
dar i  Dan Rindam- I /BB  sesua i  Daf ta r  Absens i  Kompi  
Demlat  Rindam I /BB  yang  d i t anda  tangan i  Mayor  In f  
Jhon i  Parhus ip .

3.  Bahwa  benar  p ihak  kesatuan  te l ah  berusaha  
melakukan  pencar i an  te rhadap  Terdakwa  dengan  cara  
mendatang i  rumah  Terdakwa  dan  mencar i  ketempat -
tempat  yang  ser i ng  dikun jung i ,  namun  Terdakwa  
t i dak  di temukan.

4. Bahwa  benar  Terdakwa  te lah  meningga lkan  dinas  
kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan Rindam I /BB  
se jak  tangga l  19  Oktober  2009  sampai  dengan  
sekarang  tangga l  13 Apr i l  2010 berdasarkan  Laporan  
Pol i s i  Nomor  :  LP- 025/A ,025 / IV / 2010 / I / I  tangga l  13  
Apr i l  2010  secara  ber tu ru t - tu ru t  se lama  85 
(de lapan  puluh  l ima)  har i  atau  leb ih  lama  dar i  
t i ga  puluh  har i .
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa  benar  se lama  Terdakwa  meningga lkan  dinas  
kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan Rindam I /BB,  
Terdakwa  dan  Satuannya  t i dak  sedang  di  pers i apkan  
untuk  suatu  tugas  Operas i  Mi l i t e r  atau  Eksped is i  
Mi l i t e r  dan  wi layah  Negara  Kesatuan  Republ i k  
Indones ia  (NKRI)  da lam keadaan  damai .

Menimbang : Bahwa leb ih  dahu lu  Maje l i s  Hakim akan  menanggap i  
beberapa  hal  yang  dikemukakan  oleh  Odi tu r  Mi l i t e r  
da lam  tun tu tannya  dengan  mengemukakan  pendapatnya  
sebaga i  ber i ku t  :  Bahwa  Maje l i s  Hakim  sependapat  
dengan  Odi tu r  Mi l i t e r  ten tang  te lah  te rbuk t i n ya  
Terdakwa  bersa lah  melakukan  t i dak  pidana  sebaga imana  
yang  didakwakan  dalam  Sura t  Dakwaan  Odi tu r ,  namun 
demik ian  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  leb ih  
lan ju t  d i  bawah in i .

Unsur  kesatu :  “Mi l i t e r ”  
Unsur  kedua  :  “Yang  karena  sa lahnya  atau  dengan  

senga ja ”  
Unsur  ket i ga : “Melakukan  ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n ” .
Unsur  keempat  :  “Da lam waktu  damai ” .
Unsur  ke l ima  :  “Leb ih  lama  dar i  30  ( t i g a  puluh)  

har i ” .  

Menimbang : Bahwa  mengenai  unsur - unsur  dakwaan  te rsebu t  
Maje l i s  Hakim mengemukakan  pendapatnya  sebaga i  ber i ku t  
:

Unsur  ke satu : ”Mi l i t e r ” .

Bahwa  kata  Mi l i t e r  berasa l  dar i  bahasa  Yunani  
“Mi l es ” ,  yang  berar t i  seseorang  yang  dipe rsen ja t a i ,  
d ipe rs i apkan  untuk  menghadap i  tugas- tugas  per tempuran  
atau  peperangan  te ru tama  da lam  rangka  per tahanan  
keamanan negara .  

Yang  dimaksud  dengan  Mi l i t e r  menuru t  pasa l  46  
KUHPM ada lah  mereka  yang  ber i ka tan  dinas  secara  
sukare la  pada  angkatan  perang  yang  waj ib  berada  dalam 
dinas  secara  sukare la  te rus  menerus  dalam  tenggang  
waktu  melaksanakan  d inas  te rsebu t .   (d i sebu t  Mi l i t e r )  
ataupun  semua  sukare lawan  la i nnya  pada  Angkatan  
Perang  dan  para  Waj ib  Mi l i t e r  se lama  mereka  berada  
dalam dinas .  

Menimbang        : Bahwa berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d i  
bawah sumpah yang  dibacakan  d i  pers idangan  ser ta  a la t -
ala t  bukt i  la i n  berupa  petun juk  yang  te rungkap  di  
pers i dangan  dipe ro leh  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  
ber i ku t  :  

1. Bahwa  benar  Terdakwa  adalah  pra ju r i t  TNI  AD 
berd inas  di  Rindam  I /BB  berpangka t  Kopda  NRP 
534739  dengan  jaba tan  Ta  Dodik  Bela  Negara  
Rindam- I /BB.

9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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2.  Bahwa benar  Terdakwa  pada  tangga l  19  Oktober  2009  
sampai  dengan  sekarang  sekarang  te lah  meningga lkan  
dinas  kesa tuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan 
Rindam- I /BB  sesua i  Daf ta r  Absens i  Kompi  Demlat  
Rindam I /BB  yang  d i t anda  tangan i  Mayor  In f  Jhon i  
Parhus ip .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa 
unsur  ke satu  “Mi l i t e r ” ,  te l ah  te rpenuh i .  

Unsur  ke dua : “Karena  sa lahnya  atau  dengan  
senga ja ” .  

Yang  dimaksud  dengan  “ka rena  sa lahnya”  ada lah  
bahwa ket i dakhad i r an  tanpa  iz i n  ada lah  suatu  kenyataan  
sebaga i  ke lan ju t an   dar i  suatu  t i ndakan  f i s i k  
sebaga imana  di j u r uskan   o leh  suatu  unsur   ke j iwaan  yang  
dalam  ha l  in i  ada lah  kea lpaan  atau  cu lpa ,  contohnya  
ada lah  sa lah  menghi tung  masa  cut i ,  jad i  soa l  cu lpa  
menyangkut  unsur  ke j iwaan  yang  dalam hal  in i  berben tuk  
kecerobohan  menggunakan  pengetahuannya .  (S .R .  Sian tu r i ,  
S.H. )

Yang  dimaksud  dengan  senga ja  menuru t  Memor i  van  
Toel i ch t i n g  (Memor i  pen je l asan )  ada lah  pelaku  t i ndak  
pidana  mengetahu i ,  menyadar i  dan menginsya f i  te r j ad i n ya  
suatu  t i ndak  p idana  beser ta  ak iba tnya  yang  t imbu l  atau  
mungkin  t imbu l  dar i  perbua tan  te rsebu t .

Unsur  senga ja  di  s in i  dapat  d ia r t i k an  pula  adanya  
maksud Terdakwa untuk  melakukan  t i ndakan  yang  di  la rang  
yang  dalam  hal  in i  merupakan  t i ndakan  perg i  
meningga l kan  Kesatuan ,  menjauhkan  di r i  dar i  kesatuan  
tanpa  i j i n  dar i  Komandannya.

Perg i  d i  s in i  je l as  mengandung  makna  adanya  
kesenga jaan ,  jad i  t i ndakan  perg i  yang  dapat  menjauhkan  
di r i ,  menyembuny ikan  d i r i  yang  di l akukan  dalam keadaan  
sadar  dapat  d ika tego r i k an  keda lam t i ndakan  senga ja .     

Menimbang        : Bahwa berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d i  
bawah sumpah yang  dibacakan  d i  pers idangan  ser ta  a la t -
ala t  bukt i  la i n  berupa  petun juk  yang  te rungkap  di  
pers i dangan  dipe ro leh  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  
ber i ku t  :  

1.  Bahwa benar  Terdakwa  pada  tangga l  19  Oktober  2009  
sampai  dengan  sekarang  sekarang  te lah  meningga lkan  
dinas  kesa tuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan 
Rindam- I /BB  sesua i  Daf ta r  Absens i  Kompi  Demlat  
Rindam I /BB  yang  d i t anda  tangan i  Mayor  In f  Jhon i  
Parhus ip .

2.  Bahwa  benar  p ihak  kesatuan  te l ah  berusaha  
melakukan  pencar i an  te rhadap  Terdakwa  dengan  cara  
mendatang i  rumah  Terdakwa  dan  mencar i  ketempat -
tempat  yang  ser i ng  dikun jung i ,  namun  Terdakwa  
t i dak  dei t emukan.
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3. Bahwa  benar  Terdakwa  te lah  meningga lkan  dinas  
kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan Rindam I /BB  
se jak  tangga l  19  Oktober  2009  sampai  dengan  
sekarang  tangga l  13 Apr i l  2010 berdasarkan  Laporan  
Pol i s i  Nomor  :  LP- 025/A ,025 / IV / 2010 / I / I  tangga l  13  
Apr i l  2010  secara  ber tu ru t - tu ru t  se lama  85 
(de lapan  puluh  l ima)  har i  atau  leb ih  lama  dar i  
t i ga  puluh  har i .

4. Bahwa  benar  se lama  Terdakwa  meningga lkan  dinas  
kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan Rindam I /BB,  
Terdakwa  dan  Satuannya  t i dak  sedang  di  pers i apkan  
untuk  suatu  tugas  Operas i   Mi l i t e r  atau  Eksped is i  
Mi l i t e r  dan  wi layah  Negara  Kesatuan  Republ i k  
Indones ia  (NKRI)  da lam keadaan  damai .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa 
unsur  ke dua “Dengan  senga ja ” ,  te lah  te rpenuh i .

 
Unsur  ke t i ga : “Melakukan  ket i dakhad i r an  tanpa  
i j i n ” .  

Yang  dimaksud  dengan  melakukan  ket i dakhad i r an  
ia l ah  s i  pet i ndak  (da lam hal  in i  Terdakwa)  te lah  perg i  
meningga lkan ,  menjauhkan  di r i  atau  t i dak  berada  di  
suatu  tempat  yang  te l ah  di ten tukan  baginya  untuk  
melaksanakan  tugas- tugas  dar i  kesatuannya .  

Sedangkan  yang  d imaksud  dengan  tanpa  i j i n  ia l ah  
ket i dakbe radaan  s i  pet i ndak  di  suatu  tempat  yang  te l ah  
di t en tukan  i t u  di l akukan  tanpa  sepengetahuan  atau  
se i j i n  Komandannya  sebaga imana  laz imnya  bagi  set i ap  
anggota  TNI  yang  akan  meningga lkan  kesatuan ,  ba ik  
untuk  kepent i ngan  dinas  maupun  untuk  kepent i ngan  
pr ibad i  d iwa j i b kan  menempuh  prosedur  per i j i n an  yang  
ber laku  d i  kesa tuannya .  

Menimbang        : Bahwa berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d i  
bawah sumpah yang  dibacakan  d i  pers idangan  ser ta  a la t -
ala t  bukt i  la i n  berupa  petun juk  yang  te rungkap  di  
pers i dangan  dipe ro leh  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  
ber i ku t  :  

1.  Bahwa benar  Terdakwa  pada  tangga l  19  Oktober  2009  
sampai  dengan  sekarang  sekarang  te lah  meningga lkan  
dinas  kesa tuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan 
Rindam- I /BB  sesua i  Daf ta r  Absens i  Kompi  Demlat  
Rindam I /BB  yang  d i t anda  tangan i  Mayor  In f  Jhon i  
Parhus ip .

2.  Bahwa  benar  p ihak  kesatuan  te l ah  berusaha  
melakukan  pencar i an  te rhadap  Terdakwa  dengan  cara  
mendatang i  rumah  Terdakwa  dan  mencar i  ketempat -
tempat  yang  ser i ng  dikun jung i ,  namun  Terdakwa  
t i dak  dei t emukan.
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Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa 
unsur  ke  t i ga  “Melakukan  ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n ” ,  
te lah  te rpenuh i .  

Unsur  ke empat : “Da lam waktu  damai ” .  

Bahwa  yang  dimaksud  dengan  “Da lam  waktu  damai ”  
ia l ah  pada  saat  Terdakwa  melakukan  ket i dakhad i r an  
tanpa  i j i n  te r sebu t ,  keadaan  Negara  Republ i k  Indones ia  
t i dak  d inya takan  dalam keadaan  perang  atau  t i dak  dalam 
keadaan  daru ra t  perang  sebaga imana  d i t en tukan  dalam 
Undang- undang  dan kesatuan  Terdakwa t i dak  dipe rs i apkan  
atau  sedang  melakukan  tugas  operas i  Mi l i t e r  
sebaga imana  dimaksud  dalam  pasa l  58  KUHPM ten tang  
penger t i an  per luasan  keadaan  perang.  

Menimbang        : Bahwa berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d i  
bawah sumpah yang  dibacakan  d i  pers idangan  ser ta  a la t -
ala t  bukt i  la i n  berupa  petun juk  yang  te rungkap  di  
pers i dangan  dipe ro leh  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  
ber i ku t  :  

-  Bahwa  benar  se lama  Terdakwa  meningga lkan  dinas  
kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan Rindam I /BB,  
Terdakwa  dan  Satuannya  t i dak  sedang  di  pers i apkan  
untuk  suatu  tugas  Operas i  Mi l i t e r  atau  Eksped is i  
Mi l i t e r  dan  wi layah  Negara  Kesatuan  Republ i k  
Indones ia  (NKRI)  da lam keadaan  damai .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa 
unsur  keempat  “Da lam waktu  damai ” ,  te l ah  te rpenuh i .

Unsur  ke l ima : “Leb ih  lama dar i  t i ga  puluh  har i ” .

Bahwa yang  dimaksud  dengan  “Leb ih  lama  dar i  t i ga  
puluh  har i ”  ada lah  bahwa unsur  in i  menentukan  batasan  
waktu  ket i dakhad i r an  pra ju r i t  d i  kesatuannya  leb ih  
lama dar i  30 ( t i ga  puluh)  har i .

 
Menimbang        : Bahwa berdasarkan  kete rangan  para  Saks i  d i  

bawah sumpah yang  dibacakan  d i  pers idangan  ser ta  a la t -
ala t  bukt i  la i n  berupa  petun juk  yang  te rungkap  di  
pers i dangan  dipe ro leh  fak ta - fak ta  hukum  sebaga i  
ber i ku t  :  

- Bahwa  benar  Terdakwa  te lah  meningga lkan  dinas  
kesatuan  tanpa  i j i n  yang  sah  dar i  Dan Rindam I /BB  
se jak  tangga l  19  Oktober  2009  sampai  dengan  
sekarang  tangga l  13 Apr i l  2010 berdasarkan  Laporan  
Pol i s i  Nomor  :  LP- 025/A ,025 / IV / 2010 / I / I  tangga l  13  
Apr i l  2010  secara  ber tu ru t - tu ru t  se lama  85 
(de lapan  puluh  l ima)  har i  atau  leb ih  lama  dar i  
t i ga  puluh  har i .

Dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa 
unsur  ke l ima  “Leb ih  lama dar i  t i ga  puluh  har i ” ,  te lah  
te rpenuh i .

12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa  dengan  te rpenuh inya  semua  unsur - unsur  
dakwaan  Odi tu r  te rsebu t  d i  atas ,  maka menuru t  Hukum,  
Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa  te lah  
te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  melakukan  
t i ndak  pidana  “Mi l i t e r  yang  dengan  senga ja  melakukan  
ket i dakhad i r an  tanpa  i j i n  da lam waktu  damai  leb ih  lama  
dar i  t i ga  pu luh  har i ” ,  sebaga imana  dia tu r  dan  diancam 
pidana  dalam Pasa l  87 ayat  (1 )  ke- 2 jo  ayat (2 )  KUHPM. 

Menimbang : Bahwa  sebe lum  sampai  pada  per t imbangan  te rakh i r  
da lam  mengadi l i  perka ra  in i ,  Maje l i s  Hakim  ing in  
mengemukakan  dan  meni la i  s i f a t  hakekat  dan  ak iba t  dar i  
s i f a t  perbua tan  Terdakwa  ser ta  ha l - ha l  la i n  yang  
mempengaruh i  sebaga i  ber i ku t  :

- Bahwa  perbua tan  Terdakwa  yang  meningga lkan  
dinas  tanpa  i j i n  dar i  Dansatnya ,  ha l  in i  
menunjukan  bahwa Terdakwa  mempunyai  d is i p l i n  yang  
sangat  rendah  dan  Terdakwa  t i dak  lag i  mempunyai  
rasa  tanggung  jawab  sebaga i  seorang  pra ju r i t  TNI  
dengan  meningga lkan  kesatuan  tanpa  i j i n  bahwa 
ak iba t  dar i  perbua tannya  dapat  merusak  pembinaan  
dis i p l i n  Pra ju r i t  d i  kesatuan  Terdakwa.  

- Bahwa  pada  hakekatnya  Terdakwa  sudah  t i dak  
ing in  mengika tkan  di r i  lag i  dengan  ked inasan  
mi l i t e r ,  o leh  karena  i t u  demi  menjaga  kete r t i b an  
dan  penegakkan  ser ta  kepas t i an  hukum  dalam 
keh idupan  organ isas i  mi l i t e r  maka  perbua tan  yang  
demik ian  harus  segera  diambi l  t i ndakan  hukum yang  
cepat  dan  tegas  agar  t i dak  mempengaruh i  keh idupan  
dis i p l i n  pra ju r i t  la i nnya .  

Menimbang : Bahwa  sebe lum  Maje l i s  Hakim  menja tuhkan  pidana  
atas  di r i  Terdakwa  da lam  perkara  in i ,  per lu  leb ih  
dahu lu  memperhat i kan  hal - hal  yang  mer ingankan  dan  
memberatkan  pidananya  ya i t u  :

Hal - ha l  yang  mer ingankan  :

- N i  h i  l .

Hal - ha l  yang  memberatkan  :

- Perbuatan  Terdakwa  dapat  merusak  dis i p l i n  yang  
merupakan  send i - send i  da lam  keh idupan  Pra ju r i t  
TNI .  

- Terdakwa t i dak  kembal i  ke Kesatuannya .
- Terdakwa  t i dak  

menghayat i  dan 
mengamalkan  Sapta  
Marga,  Sumpah 
Pra ju r i t ,  sebaga i  
pedoman Pra ju r i t .
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Menimbang : Bahwa  tu j uan  Maje l i s  Hakim  t i dak l ah  semata- mata  
hanya  memidana  orang- orang  yang  bersa lah  melakukan  
t i ndak  pidana ,  te tap i  juga  mempunyai  tu juan  untuk  
mendid i k  agar  yang  bersangku tan  dapat  insya f  dan  je ra  
ser ta  kembal i  ke  ja l an  yang  benar  menjad i  warga  negara  
yang  baik  sesua i  dengan  fa l sa fah  Pancas i l a .

Menimbang :  Bahwa sete lah  memperhat i kan  hal - ha l  yang  meleka t  
pada  di r i  Terdakwa  sebaga imana  diu ra i kan  pada  s i fa t  
hakekat  dan  ak iba t  dar i  s i f a t  perbua tan  Terdakwa  
dihubungkan  dengan  hal - ha l  yang  memberatkan  te rsebu t  d i  
atas  dan  atu ran  ta ta  ni l a i  yang  ber l aku  d i l i n gkungan  
TNI ,  maka menuru t  Maje l i s  Hakim,  Terdakwa  t i dak  layak  
lag i  untuk  diper t ahankan  sebaga i  anggota  TNI  karena  
apab i l a  Terdakwa  te tap  diper t ahankan  sebaga i  pra ju r i t  
TNI ,  maka  akan  menggangu  te rhadap  pembinaan  dis i p l i n  
pra ju r i t  d i  Kesatuan  Terdakwa,  maka untuk  i t u  Terdakwa  
harus  d ike lua r kan  dar i  d inas  TNI  dan  oleh  karenanya  
te rhadap  Terdakwa per lu  di j a t uh i  p idana  tambahan berupa  
pemecatan  dar i  d inas  Mi l i t e r .  

Menimbang :   Bahwa sete lah  menel i t i  dan  memper t imbangkan  hal -
ha l  te rsebu t  d i  atas ,  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapat  
bahwa pidana  sebaga imana  te rcan tum pada d ik tum di  bawah 
in i  ada lah  adi l  dan se imbang  dengan  kesa lahan  Terdakwa.

Menimbang : Bahwa  barang- barang  bukt i  da lam  perkara  in i  
berupa  sura t - sura t  :

a. 4  (empat )  lembar  Daf ta r  absens i  person i l  Dodik  
Bela  Negara  bulan  Januad  2010  sampai  dengan  
sekarang  Apr i i  2010.  yang  di  buat  dan  di tanda  
tangan i  o leh  Mayor  In f  Jhon i  Parhus ip  NRP 505653.

b. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Dan  Rindam  I /BB  Nomor  :  
R/16/ I I / 2 010  tangga l  16  Pebruar i  2010  ten tang  
laporan  THTI  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.534739  Ta 
Dodik  Bela  Negara  Rindam  I /BB  yang  di  buat  dan 
di tanda  tangan i  o leh  Mayor  In f  Jhon i  Parhus ip  NRP 
505653.

c. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Dan  Rindam  I /BB  Nomor  :  
R/17/11 /2010  tangga l  20  Pebruar i  2010  ten tang  
laporan  Desers i  a.n .  Kopda Mahendra  NRP.  534739  Ta 
Dodik  Bela  Negara  Rindam I /BB  yang  di  buat  dan 
di tanda  tangan i  o leh  Mayor  In f  Jhon i  Parhus ip  NRP 
505653.

d. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Keputusan  Kepala  Sta f  
Angkatan  Dara t  Nomor  :  Skep/9 /11 /1984  tangga l  7  
Pebruar i  1984  ten tang  pengangka tan  lu l usan  Secata  
Mi lsuk  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.  534739  Ta  Dodik  
Bela  Negara  Rindam I /BB  yang  di  buat  dan  di tanda  
tangan i  o leh  Mayor  In f  Jhon i  Parhus ip  NRP 505653.

Barang  bukt i  te rsebu t  berka i t an  era t  dengan  perkara  
Terdakwa  dan  merupakan  ke lengkapan  berkas  perkara ,  
maka  menuru t  Maje l i s  Hakim  barang  bukt i  te rsebu t  
per lu  te tap  d i l eka t kan  dalam berkas  perkara .  
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Menimbang : Bahwa oleh  karena  Terdakwa  harus  dip idana ,  maka 
ia  harus  dibeban i  untuk  membayar  biaya  perkara .  

Menimbang : Bahwa  oleh  karena  Terdakwa  sampai  dengan  
perkaranya  dis i dangkan  belum dike temukan,  maka Maje l i s  
Hakim  memandang  per lu  Terdakwa  di tahan  bi l amana  pada  
suatu  waktu  Terdakwa d ike temukan .   

Menginga t : Pasal  87  ayat  (1 )  ke- 2 jo  ayat  (2 )  jo  pasa l  26  
KUHPM jo  Pasal  141  ayat  (10)  jo  pasa l  143  UU No.  31  
tahun  1997 dan pen je lasannya  ser ta  keten tuan  pera tu ran  
perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan .

M E N G A D I  L I

1. Menyatakan  Terdakwa  te rsebu t  d i  atas  ya i t u  :  MAHENDRA Kopda 
NRP 534739,  te rbuk t i   secara  sah  dan  meyak inkan  bersa lah  
melakukan   t i ndak  pidana  :                   “  Desers i  da lam 
waktu  damai ” .

2. Memidana  Terdakwa oleh  karena  i t u  dengan :
Pidana   Pokok :   Penja ra  se lama 1 (sa tu )  tahun .

Pidana  Tambahan :   Dipeca t  dar i  d inas  Mi l i t e r .

3. Memer in tahkan  Terdakwa d i t ahan .

4. Membebankan  kepada  Terdakwa membayar  b iaya  perkara  dalam 
perkara  in i  sebesar  Rp.  5.  000, - ( l ima  r ibu  rup iah ) .

5. Menetapkan  barang  bukt i  berupa  sura t - sura t  :

a. 4 (empat )  lembar  Daf ta r  absens i  person i l  Dodik  
be lanegara  bu lan  Januad  2010  sampai  dengan  
sekarang  Apr i i  2010.  yang  di  buat  dan  di tanda  
tangan i  o leh  Mayor  In f  Jhon i  Parhus ip  NRP 
505653.

b. 1 (sa tu )  lembar  Sura t  Dan Rindam I /BB  Nomor :  R/16/ I I / 2 010  
tangga l  16  Pebruar i  2010  ten tang  laporan  THTI  a.n .  Kopda 
Mahendra  NRP.534739  Ta Dodik  Bela  Negara  Rindam I /BB  yang  
di  buat  dan  di tanda  tangan i  o leh  Mayor  In f  Jhon i  Parhus ip  
NRP 505653 .

c. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Dan  Rindam  I /BB  Nomor  :  
R/17/11 /2010  tangga l  20  Pebruar i  2010  ten tang  laporan  
Desers i  a.n .  Kopda  Mahendra  NRP.  534739  Ta  Dodik  Bela  
Negara  Rindam I /BB  yang  di  buat  dan  di tanda  tangan i  o leh  
Mayor  In f  Jhon i  Parhus ip  NRP 505653.

d. 1  (sa tu )  lembar  Sura t  Keputusan  Kepala  Sta f  Angkatan  
Dara t  Nomor  :  Skep/9 /11 /1984  tangga l  7  Pebruar i  1984  
ten tang  pengangkatan  lu l usan  Secata  Mi lsuk  a.n .  Kopda  
Mahendra  NRP.  534739  Ta  Dodik  Bela  Negara  Rindam I /BB  
yang  di  buat  dan  di tanda  tangan i  o leh  Mayor  In f  Jhon i  
Parhus ip  NRP 505653 .
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap  di l eka t kan  dalam berkas  perkara .

Demik ian  d ipu tuskan  pada  har i  Selasa  tangga l  16 Nopember  2010,  
d i  da lam musyawarah  Maje l i s  Hakim o leh  Parman Nainggo lan ,  SH Letnan  
Kolone l  Chk  Nrp.  33849  sebaga i  Hakim  Ketua  ser ta  Sukar tono ,  SH,MH 
Mayor  Chk NRP 574161   dan Wahyupi ,  SH Mayor  Sus NRP 524404   sebaga i  
Hakim- Hakim  Anggota  dan  diucapkan  pada  har i  yang  sama,  oleh  Hakim  
Ketua  di  da lam s idang  yang  te rbuka  untuk  umum, dengan  dihad i r i  o leh  
para  Hakim Anggota  te rsebu t  d i  atas ,  Odi tu r  Mi l i t e r  DPM. Hutahaean,  
SH Letko l  Laut  (KH)  NRP 11668/P  dan  Pani t r a  A.  Ja i l an i e ,  SH Kapten  
Chk NRP 517644 ser ta  di  hadapan  umum tanpa  dihad i r i  Terdakwa.
 

 
HAKIM KETUA

Parman Nainggo lan ,  SH
Letnan  Kolone l  Chk NRP 33849

HAKIM ANGGOTA -  I            HAKIM ANGGOTA- I I

                      Sukar tono ,  SH,MH               
Wahyupi ,  SH
                 Mayor  Chk NRP 574161         Mayor  Sus NRP 524404

P A N I  T E R A

A.  Ja i l an i e ,  SH
Kapten  Chk NRP 517644
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